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Retribusi Nol Rupiah
bagi MBR Pemohon PBG

DINAS jaan Umum Pe dengan hunian di atas dua

dan Kawasan Permukiman (PUPKP)
Kota Yogyakarta terus mendorong

izin pe
an bangunan gedung atau PBG. Untuk
diketahui PBG diberikan kepada
pemilik bangunan gedung untuk
membangun bangunan baru, mengu-
bah, i dan/

lantai atau skala besar. Tak hanya
PGB. Namun juga harus mengantongi
sertifikat laik fungsi alias SLE. Seperti
diketahui SLF merupakan sertifikat
yang diberikan pemerintah daerah
untuk menyatakan kelaikan fungsi
bangunan gedung sebelum dapat

atau merawat b gedung serta

Dii setiap orang atau badan

sarana prasarana bangunan sesuai
standar teknis bangunan,

Di masa sebelum 2021, PBG ini
lebih dikenal dengan izin mendiri-
kan bangunan (IMB). “Ada perbeda-
an antara PBG dan IMB. Kalau IMB
lebih pada syarat ini i saja.

yang akan melaksanakan konstruksi
bangunan gedung baru wajib lebih
dulu memiliki PBG. Selanjutnya, SLF
diajukan bila bangunan sudah jadi
namun belum punya IMB/PBG. Bila
sebelumnya telah memi[iki SLF dapat

Sedangkana aspek teknis b
kurang detail,"” ujar Analis Kebijakan
Ahli Muda Kelompok Substansi
Pembinaan Jasa Konstruksi Dinas
PUPKP Kota Yogyakarta Artanti
Setyaningsih kemarin (24/4).

Lebih jauh Artanti

Terkait perpanj SLF berlaku
SLF hunian di

- setiap 20 tahun dan SLH usaha setiap

lima tahun.
Menyadari pentingnya PBG dan SLE
Dinas PUP]G) Kota Yogyakana terus
ikan ke

alasan IMB diubah menjadi PBG. Ada
empat alasan. Pertama, menyamara-
takan standar pembangunan gedung.
Kedua, transparansi pelayanan bagi
masyarakat. Ketiga, melindungi
pengguna bangunan dari bahaya
mermudi

Sosialisasi antara lain diadakan
bersama Satpol PP dan Dimas Penana-
man Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Yogyakarta.
Menurut Artanti, dalam sosialisasi itu
)uga disampaikan sesuai regulasi

keempat, mempercepat investasi bagi ‘
. mukiman, bagi masyarakat berpeng-

pelaku usaha,” beber Artanti.

Lain halnya dengan PBG. Ada
pemeriksaan dokumen teknis, mulai
kesesuaian dengan tata ruang hingga
pemenuhan standar teknis bangu-
nan. Nantinya dokumen permoho-
nan akan diperiksa oleh tim teknis
yang terdiri atas praktisi dan akade-
misi. “Kami dibantu tim yang punya
keahlian khusus,” terang Artanti.

Pemeriksaan semakin detail terkait

Dalam Negeri serta
Kementerian Perumahari dan Per-

hasilan rendah (MBR) mendapatkan
keringanan retribusi. “Nanti retribusi
bagi pemohon yang masuk kategori

. MBRditetapkan nol rupiah,” katanya.

Bagi masyarakat yang masih
membutuhkan informasi lebih detil
sebelum membangun bisa
mengunjungi loket konsultasi teknis
di Mall Pelayanan Publik (MPP) Kota
Yogyakarta. (kus/gp)
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